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A. Latar Belakang
Lembaga pendidikan baik sekolah maupun maarasah adalah tempat

bagi seorang anak dalam menuntut ilmu dan juga mengembangkan segala
aspek yang ada pada dirinya. Pendidikan merupakan suatu proses
pembentukan kepribadian manusia. Nawangsari (2016) menyebutkan bahwa
“Pendidikan adalah proses pembentukan kepribadian manusia agar menjadi
insan paripurna yang dewasa dan bertanggung jawab terhadap diri, lingkungan
dan juga Tuhan-Nya. Untuk mewujudkan itu semua dibutuhkan alat
pendidikan yang tepat sehingga bisa mencapai tujuan yang diharapkan. Alat
pendidikan didifinisikan sebagai suatu tindakan atau situasi yang sengaja
diadakan untuk tercapainya suatu tujuan pendidikan tertentu. Salah satu alat
pendidikan itu adalah hukuman”.

Pemberian hukuman di sekolah atau madrasah masih menjadi
perdebatan baik dikalangan orang tua maupun dikalangan guru itu sendiri.
Apalagi setelah diberlakukannya Undang Undang Nomor 35 tahun 2014
perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak (UUPA). Banyak pendidik yang harus berurusan dengan penegak
hukum. Sebagaimana dikatakan oleh Ayuningsih (2020) bahwa “Setelah
diberlakukanya UUPA di Indonesia tidak sedikit para pendidik harus
berurusan dengan penegak hukum, para pendidik ini dibuat seperti tidak
berdaya dalam menegakkan disiplin di sekolah”. Walapun dalam Undang-
undang Guru dan Dosen pasal 14 dan pasal 39 serta Peraturan Pemerintah
Nomor 76 Tahun 2008 Tentang Guru Pasal 40 dan 41 dijelaskan bahwa guru
wajib mendapatkan perlindungan hukum Ketika menjalankan tofoksinya
dalam mendisiplinkan serta mendidik seorang siswa.

Para penelitian menjelaskan bahwa pemberian hukuman kepada
peserta didik memiliki banyak sisi positif selama hukuman tersebut dibatas
kewajaran. Oktarima (2016) mengatakan bahwa “apabila peserta didik tidak
diberi hukuman atas pelanggaran yang dilakukan maka akan berimbas kepada
adab peserta didik”. Namun jika dilaksanakan hukuman maka akan terjadi
pelanggaran hukum dan akan terkena sangsi. Dalam hal ini Nampak sekali

bahwa perlindungan terhadap guru nampaknya sangat lemah.



Berdasarkan hasil wawancara dengan Ni’'mah, salah seorang guru di
SDN kota Palangka Raya menyebutkan bahwa pemberian hukuman kepada
peserta didik akan memberikan efek jera atas pelanggaran atau kenakalan
yang dilakukan. Aziz menambahkan bahwa pemberian hukuman sejatinya
bukan untuk menyakiti tetapi sebagai proses perbaikan akhlak. Hukuman bisa
dilakukan secara verbal atau non verbal, namun para guru sering kali tidak
berani lagi memberikan hukuman kepada siswa sekalipun hanya dalam bentuk
verbal karena ada kehawatiran terhadap pelanggaran hukum. Sebagaimana
kasus yang pernah terjadi pada tahun 2015, yaitu kasus seorang siswa di kota
Palangka Raya yang diduga menjadi korban pemukulan oknum guru.
https://kalteng.antaranews.com/berita/246247/peserta-didik-palangka-raya-

dipukul-oknum-quru.

Pemberin hukuman secara verbal memang seharusnya tidak ada lagi,
lebih baik di ganti dengan hukuman yang edukatif. Menurut Agustin, Kepala
SMKN 1 Kota Banjarmasin ketika ada anak yang terlambat masuk sekolah,
ada macam-macam hukuman yang diterima anak dari sekolah. Ada yang
disuruh hormat kepada bendera merah puith, menyapu ruang kelas, menyapu
halaman, membersihkan toilet, dll. Tapi cara-cara hukuman seperti itu kurang
efektif (https://infobanua.co.id/2022/09/21/pemberian-sanksi-di-sekolah-

harus-bersifat-edukatif/). Oleh sebab itu perlu adanya sosialisasi kepada

terkait pemberian hukuman kepadasiswa. Pada hari ini Rabu tanggal 31
Agustus 2022 bertempat di SMKN 1 Banjarbaru, Seksi Penerangan
Hukum Bidang Intelijen pada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan
bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan
melaksanakan kegiatan Penyuluhan Hukum bagi kepala sekolah, guru dan
tenaga pendidik serta pengelola keuangan sekolah di Kota Banjarbaru. Dalam
pelaksanaan kegiatan tersebut turut sebagai narasumber Romadu Novelino,
SH, MH selaku Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi
Kalimantan Selatan
serta didampingi oleh Nazeni Rahman selaku Pranata Humas dan Fakhrur Raz
I, SH selaku Pranata Komputer. Materi yang disampaikan oleh narasumber

adalah mengenal Delik Tindak Pidana Korupsi dan potensi penyimpangan di


https://kalteng.antaranews.com/berita/246247/peserta-didik-palangka-raya-dipukul-oknum-guru
https://kalteng.antaranews.com/berita/246247/peserta-didik-palangka-raya-dipukul-oknum-guru
https://infobanua.co.id/2022/09/21/pemberian-sanksi-di-sekolah-harus-bersifat-edukatif/
https://infobanua.co.id/2022/09/21/pemberian-sanksi-di-sekolah-harus-bersifat-edukatif/

lingkungan sekolah serta Perlindungan dan Pencegahan Kekerasan terhadap
Anak yang disampaikan kepada kepala sekolah, guru dan tenaga pendidik
serta pengelola keuangan sekolah yang hadir dengan tujuan memberikan
pemahaman mengenai peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk
upaya pencegahan terjadinya praktek korupsi dan kekerasan terhadap anak di
sekolah. Tujuan lain dari kegiatan ini yaitu mengenalkan beberapa items
antara lain : Pengertian Diversi, Restorative Justice, Hak Anak dalam Proses
Peradilan Pidana (UUSPA),Peraturan Pemerintah 74 Tahun 2008 tentang Gur
u. (https://sippn.menpan.go.id/berita/detil/kejaksaan-tinggi-kalimantan-

selatan/penyuluhan-hukum-terpadu-mengenalkan-quru-dan-tenaga-pendidik-

akan-ancaman-tindak-pidana-korupsi-dan-pencegahan-kekerasan-terhadap-

anak-di-smkn-1-banjarbaru) .

Bertolak dari hasil wawancara dan telaah dokumentasi maka penting
kiranya untuk mengetahui lebih lanjut terkait persepsi guru tentang pemberian
hukuman dan hubungannya dengan UU perlindungan anak. Maka, tujuan
penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan Persepsi guru tentang hukuman
dan hubunganya dengan UU perlindungan anak di tingkat SD/MI (studi kasus
di SD/MI kota Palangka Raya dan kota Banjar Baru), terletak pada tinjauan

UU perlindungan anak.

B. Rumusan Masalah
1. Bagaimana persepsi guru tentang pelaksanaan hukuman terhadap anak di
SD/MI kota Palangka Raya dan kota Banjar Baru?
2. Bagaimana relevansi UUPA dan UU Guru dan Dosen dalam perlindungan

hokum profesi guru?

C. Tujuan Penelitian
1. Untuk menganalisis persepsi guru tentang pelaksanaan hukuman terhadap

anak di SD/MI kota Palangka Raya dan kota Banjar Baru.
2. Untuk menganalisis relevansi UUPA dan UU Guru dan Dosen dalam

perlindungan hukum profesi guru.
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D. Kajian Terdahulu yang Relevan
Sepanjang yang peneliti ketahui, studi tentang persepsi guru tentang

hukuman dan relevansinya dengan UU perlindungan anak di tingkat SD/MI
(studi kasus di SD/MI kota Palangka Raya dan kota Banjar baru) belum
pernah dilakukan.

Terkait dengan penelitian terdahulu, peneliti telah melacak beberapa
penelitian yang sudah terbit di jurnal dan menemukan beberapa penelitian
terdahulu cenderung berkutat pada satu sekolah, satu mata pelajaran, ataupun
evaluasi expost facto, antara lain sebagai berikut:

Penelitian sebelumnya yang dilaksanakan oleh (Ulfa;2016) yang
berjudul “Penggunaan metode hukuman dan ganjaran untuk meningkatkan
motivasi belajar siswa Madrasah Ibtidaiyah Raudlatul Ulum Serut 05 Panti
Jember tahun pelajaran 2015/2016”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa
“penggunaan metode hukuman dan ganjaran dapat meningkatkan motivasi
belajar siswa di madrasah ibtidaiyah raudlatul ulum serut”.

Kemudian penelitian (Buaja et al., 2019) yang berjudul “Persepsi Guru
Tentang Pemberian Hukuman di SD Negeri 32 Kota Ternate”. Hasil penelitian
tersebut mendeskripsikan bahwa ’1) proses pemberian hukuman di SD Negeri
32 Kota Ternate diawali dari hukuman yang ringan, sedang hingga berat; 2)
hukumanterbagi menjadi hukuman isyarat, perkataan, perbuatan dan
administrasi; 3) hukuman yang diberikan bersifat mendidik; 4) adanya
persepsi yang berbeda antar guru mengenai pemberian hukuman di
sekolahdipengaruhi oleh faktor internal, yaitu fisiologis, kebutuhan yang
searah dan pengalaman (ingatan) guru sewaktu mengenyam bangku
pendidikan dan faktor eksternal yaitu keunikan atau dan kekontrasan stimulu
sketika orang tua siswa ingin membawa permasalahan keranah hukum. Faktor
pendukung pemberian hukuman di SD Negeri 32 Kota Ternate yaitu: 1)
kepala sekolah dan guru yang menerapkan hukuman yang mendidik; 2)
banyak siswa yang termotivasi dan sadar terhadap tanggungjawabnya dalam
mematuhi peraturan sekolah. Faktor penghambatnya: 1) adanya perbedaan

persepsi guru dalam memberikan hukuman; 2) karakter siswa yang berbeda;



3) pendidikandankepedulian orang tua; 4) adanya undang - undang
perlindungan anak”.

Kemudian, penelitian yang dilakukan (Wulandari et al., 2018) yang
berjudul “Persepsi Guru Terhadap Corporal Punishment Sebagai Alat
Mendisiplinkan Siswa Di Sekolah Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan”
Hasil penelitian ini memuktikan bahwa “persepsi guru terhadap corporal
punishment menunjukkan bahwa persepsi guru sangat setuju sebesar 2.5%,
persepsi setuju sebesar 46%, cukup setuju sebesar 41% dan tidak setuju
sebesar 10.5%. Secara keseluruhan perhitungan rata-rata dari total 161 guru
diperoleh skor total 1323 dengan perolehan rata-rata skor 8,2, sehingga dapat
disimpulkan bahwa persepsi guru terhadap corporal punishment sebagai alat
untuk mendisiplinkan siswa di sekolah Kecamatan Paciran Kabupaten
Lamongan termasuk dalam kategori cukup setuju”.

Penelitian yang lain adalah “ Persepsi guru tentang reward and
punishment dan implementasinya dalam pembelajaran di man 1l model
medan” yang ditulis oleh (Wijaya et al, 2020). Hasil penelitian menunjukkan
bahwa “1) Pemberian reward dan punishment sangatlah penting. Reward
diberikan kepada siswa agar siswa termotivasi lagi dan agar dirinya merasa
dihargai. Sedangkan punishmet diberikan agar memberikan efek jera terhadap
siswa yang melakukan kesalahan sehingga siswa tersebut tidak mengulangi
kesalahan yang serupa. 2) Pemberian punishment (sanksi/hukuman) haruslah
yang bersifat mendidik ke arah yang positif. 3) Pemberian reward guru/kepala
madrasah MAN 2 Model Medan lebih condong diapresiasikan
terhadap siswa yang berprestasi di luar sekolah dengan membawa nama atau
atribut madrasah. Sedangan terhadap siswa yang disiplin mentaati peraturan
madrasah, kurang diapresiasikan engan pemberian reward.4) Ada beberapa
pemberian punishment (hukuman) guru terhadap siswa yang tidak disiplin
mentaati peraturan madrasah, diantaranya: Membaca Al-Quran, Menghafal
Hadist, Membersihkan pekarangan depan kelas,Dan mendapatkan surat
pemanggilan orangtua berupa Surat Peringatan (SP)”.

Kemudian penelitian (Fhigri; 2019) yang berjudul “Persepsi Guru

Tentang Hukuman dan Penerapannya Dalam Pembelajaran PAI di MTs



Madinatussalam Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang”.
Hasil penelitian ini adalah; “(1) Persepsi guru tentang penerapan hukuman
dalam pembelajaran PAI sudah sesuai dengan kesalahan atau pelanggaran
yang dilakukan siswa yang bertujuan untuk memberikan efek jera kepada
siswa agar tidak mengulangi kesalahan. (2) Bentuk-bentuk hukuman yang
diterapkan guru dalam pembelajaran PAI di MTs Madinatussalam yaitu:
menghafal surah-surah pendek, menyanyikan lagu religi di atas kursi, dan
membuang sampah pada tempatnya. (3) Problematika guru PAI dalam
menerapkan hukuman adanya perbedaan persepsi dan sikap siswa tentang
penerapan hukuman”.

Perbedaan variabel dari penelitian terdahulu dengan penelitian
Persepsi guru tentang hukuman dan hubunganya dengan UU perlindungan
anak di tingkat SD/MI (studi kasus di SD/MI kota Palangka Raya dan kota

Banjar Baru), terletak pada tinjauan UU perlindungan anak.

E. Konsep atau Teori yang Relevan

1. Persepsi Guru

Persepsi merupakan sebuah proses yang terjadi pada seseorang dan
membuat seseorang sadar akan sebuah rangsangan atau stimulus dari luar
(Joseph;2011). Persepsi terjadi saat rangsangan atau stimulus berlangsung
dan diterima oleh otak (Nugraha;2015). Thoha menyebutkan bahwa
persepsi adalah proses kemampuan kognitif seseoarang memahami
stimulus atau rangsangan yang ditangkap oleh panca indera yang
kemudian diproses oleh otak (Thoha;2014). Persepsi merupakan
kecendurangan seseorang atas sesuatu (Efendy et al, 2020).

Menurut (Maemunawati & Alif, 2020: 7) “Guru adalah pengajar
yang ada disekolah. Sebagai seorang pengajar atau sering disebut sebagai
pendidik, guru dituntut untuk menyampaikan ilmunya kepada siswa.
Sebagai tenaga pendidik professional, guru memiliki tugas utama yaitu
untuk mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai
dan mengevaluasi peserta didik”.

Secara lebih terperinci tugas guru berpusat pada “Mendidik dengan

titik berat memberikan arahan dan motivasi pencapaian tujuan baik jangka



pendek maupun jangka panjang, memberi fasilitas pencapaian tujuan
melalui pengalaman belajar yang memadai dan membantu perkembangan
aspek-aspek pribadi seperti sikap, nilai, dan penyesuaian diri”. Persepsi
guru adalah pandangan atau kesan seorang guru terhadap sesuatu
(Widodo;2017).

2. Pengertian Hukuman

Hukuman dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah “‘sanksi
atau siksa (terhadap orang yang melanggar suatu aturan)”. Hukuman
merupakan tindakan atau perlakuan yang diberikan kepada seseorang
sebagai  konsekuensi atas sesuatu yang telah ia lakukan
(Nawangsari;2016).

Menurut ngalim (2007) menyebutkan bahwa “Dalam pendidikan,
hukuman dijatuhkan dalam berbagai bentuk, antara lain: (1) hukuman
fisik, misalnya dengan mencubit, menampar, memukul dan lain
sebagainya; (2) hukuman dengan kata-kata atau kalimat yang tidak
menyenangkan, seperti omelan, ancaman, kritikan, sindiran, cemoohan dan
sejenisnya; (3) hukuman dengan stimulus fisik yang tidak menyenangkan,
misalnya menuding, memelototi, mencemberuti dan lain sebagainya, (4)
hukuman dalam bentuk kegiatan yang tidak menyenangkan, misalnya
disuruh berdiri di depan kelas, dikeluarkan dari dalam kelas, didudukkan
di samping guru, disuruh menulis suatu kalimat sebanyak puluhan atau

ratusan kali, dan lain sebagainya”.

3. Sanksi Edukasi Pada Siswa
Sanksi adalah tanggungan, hukuman, tindakan dengan tujuan agar
memaksa orang atau sekelompok orang mematuhi atau menepati
peraturan ataupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sanksi
tindakan adalah jenis sanksi yang banyak diluar KUHP, bentuk sanksi
tersebut adalah berupa perawatan di rumah sakit, atau dikembalikan atau
dilpanggil orang tuanya bagi anak yang masih berada di bawah umur

(Ali;2022). Hukuman kepada siswa merupakan sebuah  konsekwensi



logis atas pelanggaran  yang  telah  diperbuatnya dalam rangka
pencegahan atas pelanggaran tersebut ataupun pemberi pembelajaran
kepada yang lainnya (Baroroh; 2018).

Sanksi terbagi menjadi tiga, yaitu sanksi ringan, sedang dan berat
(Rinaldi;2022). Sanksi ringan diberikan terhadap pelanggaran yang
bersifat ringan. Sanksi sedang diberikan atas pelanggaran yang bersifat
sedang dan saksi berat diberikan atas pelanggarang yang besar. Saknsi ini
diberikan sebagai edukasi atau sebagai pembelajaran agar siswa tidak
melakukan pelanggaran.

Menurut Firdaus (2022) “Hukuman bisa dijadikan i’tibar bersama.
Hukuman dapat dijadikan pelajaran bersama bagi siswa yang lain bahwa
suatu kesalahan tersebut akan memiliki dampak negatif jika dilakukan
dan akan merugikan diri sendiri ataupun orang lain jika kesalahan tersebut

tidak segera dihentikan dan juga disadari”.

. Tindakan Kekerasan dalam Pendidikan

Hukuman yang diberikan di sekolah/madrasah diberikan harus
berdasarkan kepada rambu-rambu yang ada. Agar tidak menyebabkan
konflik dengan orang tua. Dalam penjatuhan sebuah hukuman seorang
guru harus berhati-hati dan harus sangat memperhatikan kondisi
psikis seorang anak. Hal tersebut dilakukan agar hukuman tersebut tidak
menimbulkan dampak negatif pada diri peserta didik. Pemberian hukuman
fisik hendaknya seorang guru harus penuh dengan pertimbangan dan tidak
tergesa-gesa (Bafadhol;2017).

. UU Perlindungan Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang
Perlindungan Anak yang berbunyi “Pasal 9 (1) Setiap Anak berhak
memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan
pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat. (1a)

Setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari



kejahatan seksual dan Kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga
kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain. (2) Selain
mendapatkan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(1a), Anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar
biasa dan Anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan
pendidikan khusus. Pasal 14 (1) Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh
Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang
sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik
bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir. (2) Dalam hal terjadi
pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak tetap berhak: a.
bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua
Orang Tuanya; b. mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan
perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua Orang Tuanya
sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; c. memperoleh
pembiayaan hidup dari kedua Orang Tuanya; dan d. memperoleh Hak
Anak lainnya. Pasal 21 (1) Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah
berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan Hak Anak
tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik,
budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik
dan/atau mental. (2) Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), negara berkewajiban untuk memenuhi,
melindungi, dan menghormati Hak Anak. (3) Untuk menjamin pemenuhan
Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah berkewajiban
dan bertanggung jawab dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan
di bidang penyelenggaraan Perlindungan Anak. (4) Untuk menjamin
pemenuhan Hak Anak dan melaksanakan Kkebijakan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah berkewajiban dan
bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan
nasional dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak di daerah. (5)
Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diwujudkan melalui

upaya daerah membangun kabupaten/kota layak Anak. (6) Ketentuan lebih



lanjut mengenai kebijakan kabupaten/kota layak Anak sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Presiden”.

F. Metodologi Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (case Approach) dan

Pendekatan Perundang-undang (Statute Approach). Peneliti memfokuskan
pada SD dan MI yang terakreditasi A. Sekolah/Madrasah yang memiliki
akreditasi A adalah Lembaga Pendidikan yang sudah dianggap lebih baik
dalam kegiatan pembelajarannya, demikian juga dalam penggunaan alat-alat
Pendidikan hukuman dan ganjaran.

Rencana lokasi penelitian di Provinsi Kalimantan Tengah, Kota
Palangka Raya diwakili MIN 2, MIS Muslimat NU, SDN 1 Panarung, SDIT
Al-Furgon Palangka Raya. Provinsi Kalimantan Selatan, Kota Banjar Baru
diwakili MIN Kota Banjar Baru, MIS Darul Ilmi, SDN 1 Komet, dan SD
Muhammadiyah Hajjah Nuriyah.

Rencana subyek pada penelitian ini ialah 8 Kepala Sekolah SD/MI, 16
Guru di Kota Palangka Raya dan Kota Banjar Baru. Untuk mendapatkan data
yang diperlukan, maka nantinya peneliti akan menggunakan teknik
pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi
Observasi dilakukan untuk mengamati dokumen yang berkaitan dengan
hukuman. Dengan melakukan observasi ini peneliti dapat lebih mudah
melakukan penggalian data karena benar-benar melihat langsung proses
dan dapat mengetahui permasalahan yang terjadi pada saat proses
pembelajaran dilaksanakan.

2. Wawancara
Wawancara merupakan bentuk komunikasi verbal antara dua orang yang
bertujuan memperoleh informasi. Wawancara akan peneliti laksanakan
kepada 16 Kepala Sekolah SD/MI, 16 Guru di Kota Palangka Raya dan

Kota Banjar Baru.

3. Dokumentasi
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Pelaksanaan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda
tertulis seperti dokumen pemberian hukuman.

Setelah proses pegumpulan data selesai dilakukan, langkah selanjutnya
peneliti akan menganalisisnya data tersebut. Teknik analisis yang akan
digunakan adalah teknik analisis diskriptif, artinya peneliti berupaya untuk
mendeskripsikan data yang terkumpul terkait implementasi kurikulum
merdeka. Proses analisis data diawali dengan menelaah kembali seluruh data
yang telah diperoleh dari wawancara, observasi dan dokumentasi. Kemudian
data tersebut disusun secara sistematis sehingga akan lebih mudah untuk
dipahami dan dimaknai. Selanjutnya, data dikelompokan berdasarkan
kategori-kategori tertentu. Sebagaimana diungkapkan (Miles et al., 1992)
yang meliputi empat komponen yaitu: pengumpulan data, reduksi data,
penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

1. Pengumpulan Data (Data Collection)

Pada tahap yang pertama, peneliti mengumpulkan data di lokasi
tempat penelitian.

2. Reduksi Data (Data Reduction)

Tahapan yang kedua peneliti akan mereduksi data. Peneliti akan
memilah dan memilih, serta merangkum data yang sesuai dengan tujuan
penelitian saja. Selanjutnya data yang telah direduksi akan memberikan
gambaran yang lebih jelas mengenai tujuan penelitian yang dilakukan.
Selain itu mereduksi data akan mempermudah peneliti dalam melakukan
pengumpulan data selanjutnya.

3. Penyajian Data (Data Display)

Pada tahap ketika vyaitu penyajian data. Peneliti akan
mendeskripsikan atau memaparkan data yang telah didapatkan secara
ilmiah baik berupa uraian kalimat, tabel ataupun gambar tanpa menutupi
kekurangan yang ada.

4. Kesimpulan (Conclusion Drawing/ verification)

Tahap terakhir dalam proses analisis data adalah penarikan

kesimpulan. Dalam tahap ini peneliti kembali melihat dengan seksama

reduksi data dan juga penyajian data. Hal ini dilakukan agar kesimpuan
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yang diambil sesuai atau tidak menyimpang dari tujuan penelitian dan
berdasarkan dari data yang Analisis data tersebut dapat dilihat pada tabel
berikut ini:

> Data ci”iwon/
v

@duction

Gambar 13. Alur Analisis Data

Data Display

Conclusions:

Drawingverifying

G. Rencana Pembahasan

1.

Persepsi guru tentang pelaksanaan hukuman terhadap anak di SD/MI kota
Palangka Raya dan kota Banjar Baru

Hukuman kepada peserta didik dapat dilakukan sebagai upaya
sekolah/madrasah dalam mencegah kesalahan yang dilakukan oleh siswa.
Selama sanksi yang dierikan sesuai dengan rambu-rambu yang ada. Sehingga
tidak akan emnimbulkan konflik. Adapun rambu-rambu yang dimaksud
adalah Undang-Undang Perlindungan Anak. Sebagaimana diungkapkan oleh
Firdaus (2020) bahwa sanksi hukuman atas kelalaian ataupun pelanggaran
yang dilakukan tidak akan menyebabkan konflik selama mengikuti rambu-
rambu.
Relevansi UUPA dan UU Guru dan Dosen dalam perlindungan hukum
profesi guru

Peneliti memprediksi kelengkapan dokumen terkait pemberian
hukuman dan juga buku kasus. Tahap pertama persiapan, dalam tahap ini tim
menyusun rancangan, memilih dan menentukan lokasi penelitian, mengurus
perijinan, menjajagi dan menilai keadaan, menentukan dan memanfaatkan
informan dan menyiapkan instrument. Tahap kedua pelaksanaan, dalam tahap
ini tim memahami dan memasuki lapangan, mengumpulkan data kelengkapan

dokumen dan mengumpulkan data. Tahap ketiga pelaksanaan, dalam tahap ini
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H.

tim mereduksi data, mendisplay data, mengambil kesimpulan dan verifikasi,
meningkatkan keabsahan, menarasikan hasil ditunjang artikel penelitian
relevan baik nasional maupun internasional. Tahap keempat laporan, dalam
tahap ini tim melaporkan kemajuan penelitian, menyusun laporan penelitian
dan mengirimkan laporan penelitian. Tahap kelima publikasi hasil penelitian,
dalam tahap ini tim menentukan jurnal yang scopenya sesuai dengan penelitian
dan menentukan penerbit, mengikuti template jurnal dan author guidline
serta berkomunikasi dengan penerbit agar diajukan ISBN dan meminta
template nya, menulis jurnal dan menulis buku berbasis penelitian, submit
artikel ke pengelolal jurnal dan memberikan draf buku kepada penerbit, proses
review artikel dan buku, artikel dan buku terpublish.
Hasil penelitian ini diharapkan nantinya akan memberikan manfaat
baik secara teoritis maupun secara praktis:
1. Manfaat Teoritis
Hasil penelitian ini diharapkan menjadi tambahan wawasan khazanah
keilmuan peneliti tentang Persepsi guru tentang hukuman dan hubunganya
dengan UU perlindungan anak di tingkat SD/MI (studi kasus di SD/MI kota
Palangka Raya dan kota Banjar Baru)
2. Manfaat Praktis
a. Bagi para pemangku kebijakan, hasil penelitian ini diharapkan dapat
menjadi masukan dalam menentukan hukuman bagi siswa yang
melakukan pelanggaran di SD/MI.
b. Bagi para praktisi lembaga pendidikan, hasil penelitian ini diharapkan
dapat meningkatkan bimbingan dalam menangani siswa yang

bermasalah.

Waktu Pelaksanaan Penelitian
Waktu penelitian direncanakan selama 7 (Tujuh) bulan. Dimulai pada

bulan April hingga Oktober 2023. Rincian jadwal kegiatan penelitian

disajikan dalam tabel berikut ini:

| NO | KEGIATAN Bulan Ke-
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Publikasi hasil penelitian (artikel dan buku)
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I. Anggaran Penelitian
Penelitian ini direncanakan dimulai antara bulan April hingga Oktober

2023 atau selama 7 (Tujuh) bulan. Anggaran yang ditetapkan sebesar

Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan rincian penggunaan

sebagai berikut:

harian, dan Penginapan)

No Uraian Kegiatan Biaya (Rp)

1 2 3

1 | Pra Penelitian (Belanja Bahan/Pembelian ATK) Rp. 1.060.000
2 | Pelaksanaan Penelitian (Biaya Transportasi, Uang Rp. 17.040.000

Pasca Pelaksanaan Penelitian (Honor Penunjang
Penelitian, Belanja Bahan/Pembelian ATK,
Publikasi Buku, dan Pembuatan HAKI)

Rp. 6.900.000

Jumlah

Rp. 25.000.000

J. Organisasi Pelaksanaan Penelitian

1. | Nama Dr. H. Mazrur, M.Pd
Tempat/ Tanggal Rantau Keminting, 8 Juni 1962
Lahir
NIP 19620608 198903 1 003
NIDN 2008066202
Pendidikan S-3 Studi Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Pangkat/Golongan

Lektor Kepala/ (IV/a)

Jabatan

Ketua

Penelitian Sebelumnya

Implementasi Pembelajaran Pada Masa Pandemi
Covid 19 Kelas 1 SD/MI Se Kalimantan Tengah

Bidang IImu

Studi Islam

Alamat

JI. Kecubung I No. 08 Komplek Palangka

14




Permai RT. 03. RW. 06 Kota Palangka Raya
Provinsi Kalimantan Tengah

during thr Covid-19 Pandemic on
Darussalam Palangka Raya

Pekerjaan . | Dosen IAIN Palangka Raya

Kontak : 1 08125094205
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2 | Nama : | Dr. Hj. Rodhatul Jennah, M.Pd

Tempat/ Tanggal | Martapura, 03 Oktober 1967

Lahir '

NIP : 1 19671003 199303 2 001

NIDN : | 2003106702

pendidikan S3 Teknologi Pendidikan, Universitas Negeri
Surabaya

Pangkat/Golongan . | Lektor Kepala/ (IV/a)

Jabatan . | Anggota

Penelitian Sebelumnya | : | The Implementation of Learning Assesment
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Setria Utama Rizal, M.Pd (Ketua) Implementasi Kurikulum Merdeka Di Tingkat SD/MI (Studi Kasus Di
3. | Muhammad Syabrina, M.Pd SD/MI Kota Palangka Raya, Kota Banjarmasin, Dan Kota Banjar Rp. 25.000.000
Rahmawatie Baru)
Prof. Dr. Hj. Hamdanah, M.Ag (Ketua)
4 Dr. Hj. Zainap Hartati, M.Ag.- Implementasi Nilai-nilai Moderasi Beragama pada Keluarga Beda Ro. 25.000.000
" | Neela Afifah, M.Pd Agama di Kalimantan Tengah p. 9. LL0.
Hilmatunnisa
5 ‘lilla:rlgz’ K'\i/'b't.Pd (Ketug) Implementasi Penyusunan Modul Ajar Kurikulum Merdeka Bagi Guru
: iyah, M.Si. PAl Jeniana SMA di Propinsi Kali tan Tenaah Rp. 25.000.000
Muhibah Amaliyah jang i Propinsi Kalimantan g
6 ﬁllfé(oal&d:r;ulkarnam, M.Pd (Ketua) Internalisasi Nilai-nilai Moderasi Beragama dalam Pendidikan Agama
: . zis, M.Pd . . Rp. 25.000.000
Hami Islam di SMP IT Se-Kalimantan Tengah
Muhammad Zainal Arifin, M.Hum (Ketua) Kepuasan Konsumen Pada Produk Usaha Mikro Kecil Dan Menengah
7. | Jelita, M.Si Di Kalimantan Tengah (Studi Di Kabupaten Kotawaringin Barat Dan Rp. 20.000.000

Dhita Anggraini

Seruyan).
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8. Br /-G\Qr?;arthMAzl Relug) E;ﬁ;r;:llji?:siTl\éirI]aial\r/:oderasi Beragama di Pondok Pesantren se- Rp. 25.000.000
Muhimatul A’liyah 9
Muhammad Luthfi Setiarno Putera, M.Si (Ketua)
Muhammad Amin, M.H Penanganan Perkara Ekonomi Syariah pada Pengadilan Agama di

g Reza Noor [hsan, M.H Kalimantan Tengah Rp. 22.500.000
M. Fagihuddin Ibnu Sabil
Sofyan Hakim, M.M., M.A P (Ketua) Pengaruh Hasil Audit Kepatuhan Syari’ah Terhadap Tingkat

10 Arif Mubarok, M.E Kepercayaan Stakeholders Dengan Background Pengawas Syari’ah Rp. 25.000.000

" | Hilmi Satria Himawan, M.Acc Sebagai Variabel Moderasi Pada Sektor Jasa Keuangan Syari’ah di T

Sonia Maulina Suharto Kalimantan Selatan
Dr. H. Syaikhu, M.HI (Ketua)

11 Norwili, M.H.I. Pengelolaan Zakat Dalam Pemulihan Ekonomi Nasional Pasca Rp. 25.000.000

| Rafik Patrajaya, M.H.| Pandemi Covid-19 di Kalimantan Tengah T

Indah Lestari
Nur Inayah Syar, M.Pd (Ketua)
Rio Irawan, M.Kom Pengembangan Sistem informasi Manajemen Pelaporan Beban Kerja

1&- Kurnia Sandi Dosen (BKD) di IAIN Palangka Raya Rp: 25,000,000
Adi Rahmat
Arini Safitri, M.Psi (Ketua) Peningkatan Pengetahuan Mengenai Pernikahan Rasulullah SAW

13. | Suryanti, M.Hum Dengan Khadijah Terhadap Kesiapan Psikologis Calon Pengantin Di Rp. 17.500.000
Putri Anggraini Kua Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya
B:SA?):B;&]KE::?LMMHA. et Kontestasi Otoritas Kelembagaan Adat Dan Hukum lslam_ (stu.di

14. Mﬁnib M.Ag = Penyelesaian Sengketa Rumah Tangga Dayak Muslim di Kalimantan Rp. 25.000.000
Roby T Tengah)
Dr. Mazrur, M. Pd (Ketua) Persepsi Guru Tentang Hukuman Dan Relevansinya Dengan UU

15. | Dr. Hj. Rodhatul Jennah, M.Pd Perlindungan Anakdi Tingkat SD/MI (Studi Kasus Di SD/MI Kota Rp. 25.000.000

Ahmadi Maulana

Palangka Raya Dan Kota Banjar Baru)
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E:élﬁliir:ug'?a G‘ga’ b4.E-Sy (Keta) Pariwisata Halal di Indonesia: Crescentrating ACES (Access, '

16. Siti Aisah, R Communication, Environment, Services) Model (Studi Pada Wisata Rp. 25.000.000
Mawar Ardiansyah B b
Dr. Hj. Muslimah, S.Ag., M.Pd.| (Ketua)

17 Prof. Dr. H. Khairil Anwar, M. Ag Program Unggulan Hifdzul Qur'an: Habitus Sekolah dan Orang Tua Rp. 22.500.000

" | Sabarudin Ahmad, M.H Menguatkan Spiritual Anak Era 5.0 di SMP Muhammadiyah Sukamara T

Wafiq Hafifah
Siti Zainab, M.A (Ketua)
Nor Fatmah, M.Si Studi Atas Pengalaman Mistik Jamaah Tarekat Junaidiyah Pada

18. | Cecep Zakarias El Bilad, M.Ud Kasus Relokasi Makam Syekh Muhammad Qurthubi Bin Kholid Di Rp. 20.000.000
Suhendra Iswahyudi Palangka Raya
Juhey Riyah
Erry Fitrya Primadhany, M.H (Ketua)

19 Rabiatul Adawiyah, M.Pd Aktifitas Berladang dalam Kajian Hukum Yang Berkeadilan (Studi Rp. 25.000.000

" | H. Kamal Hasuna, M.Pd pada Masyarakat Pangkalan Bun, Kandangan dan Muara Komam) T

Lara Alfionita

58, auﬁﬁgi”'MK:jﬂah M, Rell (Reiug) 'l_l"l:(;jiiss)i Tahfidz Hadis Di Pondok Pesantren Al-Falah (Studi Living Rp. 20.000.000
Abdul Razhak

21 ssc&andgg:g;afn/r?mn: m..EA(Ketua) Transformasi !_embaga Keuangan Syariah dalam Ruang Lingkup Rp. 20.000.000
sl ERatingh Halal Indonesi Keuangan Syariah di Indonesia

22 g}.FTIrarffliLL\;\a/‘g;}n“ghpl(\j/l'ahfuz, Lc, M.Th| Refresentasi Nilai Budaya Tar Babukung (Tari Kematian) Suku Rp. 25.000.000
Khairunida Tumon di Kotawaringin Timur
Dr. Akhmad Supriadi, M.S.1 (Ketua)
Nor Faridatunnisa, M.Hum

23. | H. Akhmad Dasuki, Lc., M.A. Resepsi teks Al-Qur'an dan hadis dalam lirik lagu Rhoma Irama Rp. 25.000.000

Wahyuni Widi Lestari
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Sapuadi, M.Pd (Ketua)
24 Nurul Hikmah, M.Pd. Upaya Guru Al-Qur'an Hadits dalam Menghadapi Learning Loss Rb. 25.000.000
" | Sulistyowati, M.Pd.1 Pasca Pandemi di Madrasah Aliyah Se-Kalimantan Tengah P SRRl
Cindy Marcellina Putri
Santiani, M.Pd. ) :
’ . Lahan Gambut-Smart dengan Internet Of Thing Proyek Mahasiswa
25. | Jhelang Annovasho, M.Si. \ L - ; Rp. 22.500.000
Ahmad Alfiannoor dalam Pembelajaran Interdisipliner Fisika Berkelanjutan
JUMLAH Rp. 585.000.000

Ditetapkan di Palangka Raya
pada Tanggal o* Februari 2023
Rektor,

%rof Dr. H. Khairil Anwar, M.Ag
NIP. 196301181991031002 6
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